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               Laporan
)Untuk menjamin penyelenggaraanpemerintahan yang
demokratis,  transparan,  akuntabel,  efisien  dan  efektif,penilaian   dan  pelaporan   kinerja   pemerintah   daerahmenjadi  bagian  kunci  dalam  proses  penyelenggaraanpemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras  dengantujuan    perbaikan   pelayanan   publik  sebagaimana  didimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang  Pemerintahan  Daerah. Untuk  itu, pelaksanaanotonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebihbesar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalamdalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan danpelaporan kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi  yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosesure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang  sudah  ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah,

Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Biro Umum Setda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Biro Umum Setda Provinsi Jambi.




1.2. Landasan Hukum
Dasarhukumyang melandasidisusunnya LaporanKinerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,  Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksuddisusunnya LaporanKinerja(LKj)   Biro  Umum   Setda  Provinsi  Jambi 
 tahun 2018 adalah sebagai bentukpertanggungjawaban Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalamrangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untukmendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.Adapun tujuanpenyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaiankinerja dan sasaran Biro Umum Setda Provinsi Jambi selama tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasiyang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapatmenjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkankebijakan dan strategi tahun berikutnya.





1.4. Gambaran Umum Biro Umum Setda Provinsi Jambi
Pembentukan organisasi Perrangkat Daerah Biro Umum Setda Provinsi Jambiditetapkan berdasarkanPeraturan DaerahBiro Umum Setda Provinsi Jambi, berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Biro Umum Setda Provinsi Jambi mempunyai Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang ketatausahaan, kearsipan dan ketatalasanaan rumah tangga, pelayanan umum, administrasi keuangan sekretariat daerah dan staf ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimana dimaksud diatas, Biro Umum Setda Provinsi Jambi mempunyai Fungsi :
a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Umum; 
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan penyelenggaraan urusan tata usaha umum dan pengelolaan kearsipan ;
c. Pelaksanaan urusan pelayanan rumah tangga secretariat daerah, rumah tangga pimpinan, rumah tangga staf ahli;
d. Pelaksanaan kegiatan urusan administrasi usaha keuangan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan;
e. Penyiapan bahan penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengendalian,perawatan, kemanan ,kebersihan gedung sekretariat;
f. Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah ;
g. Pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Biro ;
h. Pelaksanaan urusan pelayanan umum lingkup sekretariat daerah ; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian yang Adapun Bagan Organisasinya adalah sebagai berikut  :


Gambar 1  Struktur Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Jambi
[image: ]
A. Bagian Pelayananan Umum
		Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
a. Tugas Pokok :
Bagian Pelayanan Umum mempunyai Tugas Pokok   membantu Biro Umum dalam rangka penyiapan, pengoordinasian bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan bidang pelayanan umum, kearsipan, tata usaha biro,perencanaan,penyusunan program,membantu kelancaran pelaksanaan tugas staf ahli,pemeliharaan, kebersihan, kemananan,serta penyelenggaraan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Fungsi   :
1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bagian Pelayanan Umum;
2) Perumusan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan bagian pelayanan umum;
3) Penyusunan kegiatan kearsipan,ekspedisi,tata usaha biro, tata usaha pimpinan dan staf ahli;
4) Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan, bidang pelayanan umum, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam dan staf ahli.

B.	Bagian Rumah Tangga
a. Tugas Pokok 
Mempunyai tugas membantu Biro Umum dala rangka pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan logistik kantor,mobilitas kendaraan dinas dan rumah tangga pimpinan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Fungsi
1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja bagian rumah tangga;
2) Pengoordinasian kegiatan logistik kantor, mobilitas kendaraan dan rumah tangga pimpinan;
3) Pengoordinasian fungsi logistic kantor, mobilitas kendaraan dan rumah tangga pimpinan;
4)  Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan teknis pelaksanaanya;
5) Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan rumah tangga pimpinan; dan
6) Pelakaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.





C.	Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat
		Mempunyai fungsi :
a. Tugas Pokok 
[bookmark: _Hlk504659467]Mempunyai tugas membantu Biro Umum dalam rangka pelaksanaan dan pengoordinasian realisasi anggaran pada sekretariat, verifikasi keuangan, penyelenggaraan tugas-tugas administrasi keuangan, penyiapan bahan penyelenggaraan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang –undangan yang berlaku.

b. Fungsi  :

1) [bookmark: _Hlk504659496]Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat;
2) Pengoordinasian realisasi anggaran pada sekretariat;
3) Pelaksanaan verifikasi keuangan sekretariat;
4) Pelaksanaan tugas-tugas administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Pengoordinasian pelaksanaan urusan perjalan pimpinan dan pejabat/pegawai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Pengoordinasian pelaksanaan dan penyiapan bahan penyelenggaraan anggran serta pengelolaan administrasi keuangan ;
7) Pengoordinasian penyiapan anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai dilingkungan sekretariat daerah;
8) Pengoordinasian fungsi pengadministrasian dan pembukuan belanja langsung lingkup sekretariat daerah; dan
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5. Peran Strategis Biro Umum Setda Provinsi Provinsi Jambi
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi  melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

.
1.6. Keragaan SDM Biro Umum Setda Provinsi Jambi
B iro Umum Setda Provinsi Jambimemilki   kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas  yang memadai. Per Desember 2018, jumlah PNS diBiro Umum Setda Provinsi Jambisebanyak 126 orang dengan rincian sebagai berikut :

Dengan perimbangan lakilakisebanyak 92 orang (73%) danperempuan sebanyak 34 orang(27%), yang belum menunjukkanperimbangan gender yang baiksebagaimana nampak dalam grafik disamping ini:


Bila dirunut per jenjang pendidikan,maka persentase terbesar adalahjenjang pendidikan SLTA sebanyak 54 orang (43%), 
kemudian S1 sebanyak 43 orang (34%).Selain itu, PNS dengan pendidikanS2 juga sudah mulai banyak yaitu sebanyak 11  orang (9%). Hal ini menunjukkanbahwa dari segi jenjang pendidikan, Biro Umum Setda Provinsi Jambi memiliki keragaan sumber dayamanusia yang baik. Selanjutnya  apabila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, makadatanya belum menunjukkan perimbangan gender yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi PNS Biro Umum Prov. Jambi Menurut Jenjang Pendidikan

	
No.
	
Pendidikan
	
L
	
P
	
Jumlah

	1.
	S2
	10
	1
	11

	2.
	S1
	36
	17
	53

	3,
	D3
	0
	2
	2

	4.
	SLTA
	40
	14
	54

	5.
	SLTP
	4
	0
	5

	6.
	SD
	2
	0
	2

	
	JUMLAH
	92
	34
	126



















Sebagian besar SDM Biro Umum Setda Provinsi Jambi berdasarkan golongan 64.% adalah golongan III. Untuk pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase 4 %. Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki presentase 31% dari keseluruhan pegawai.

1.7. Sistematika Pelaporan
Laporan    Kinerja    ini,  penyajikan    pencapaian     Biro Umum Setda Provinsi Jambi selama Tahun 2018. Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Sistematika penulisan Laporan KinerjaBiro Umum Setda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :


Eksecutive summary (Ikhtisar Eksekutif)
Bab I	Pendahuluan, 
              Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II     Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III    Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dengan realisasi inerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan-kegagalan pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran 
Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja. 
Bab IV   Penutup
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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2.1.  RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan kerangka pembangunanstrategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Sebagaidokumen perencanaan yang memuat penjabaranvisi, misi dan program gubernur, RPJMDberpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) serta
memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional.RPJMD Provinsi Jambi disahkan melalui Perda No. 7 tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMDmenjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun KabupatenKota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akanmenguraikan visi dan misi  Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut. adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021 tersebut, yaitu :
“TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA”
JAMBI    TUNTAS   2016 - 2021

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:
1. 	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi    pada pelayanan public
2. 	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan	berkesetaraan	gender
3. 	Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
4. 	Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan
5. 	Meningkatkan aksebilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. 	Meningkatkan kualitas kehidupan masyaraka

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan pembangunanProvinsi Jambi mendefinisikanfokus utama pembangunan pada program prioritas Provinsi Jambi 2016-2021 sebagai berikut :
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih,transparan,akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama danjaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomikerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur umum, Pengelolaanenergy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, menempatkan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik.

2.2.  Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2016-2021
RenstraSekretariat Daerah Provinsi JambiTahun 2016-2021 merupakan perencanaanjangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Sekretariat Daerah terutamaBiro Umum Setda Provinsi Jambibeserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

a. Visi
Besarnya  tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Setda Provinsi Jambi Khususnya Biro Umum Setda Provinsi Jambimempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru.
Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Disperindag harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam  “Visi”. Dimana Visi adalah suatu gambaran  dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.
Dengan pengertian tersebut, maka Visi Sekertariat Daerah Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni :


“Mewujudkan BirokrasiPemerintah Daerah Yang Profesional,ResponsifDan Berorientasi Pelayanan Publik Dalam RangkaMendukung Terwujudnya Jambi TUNTAS 2021”



Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :
1.  Profesional
Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.
2.	Responsif
Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
3.	Pelayanan publik (costumer service)
Secara umum pelayanan publik (costumer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat.

b. Misi
Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal  yang  diperhatikan  dalam  perumusan  misi  organisasi,  meliputi  : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merumuskan dari 3 (tiga) misi, dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik serta Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan efektivitas koordinasipenyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, kerukunan umat beragama.
3. Mewujudkan pelayanan informasi daerah yang berimbang, kokohnya interaksi sosial, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi dan inovasi.

c. Tujuan
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

d. Sasaran
Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

e. Strategi
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi Biro Umum Setda Provinsi Jambitersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. 
Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Biro Umum Setda Provinsi Jambidalam mencapai tujuannya. Biro Umum Setda Provinsi Jambi adalah bagian dari Kesekretariatan Daerah yang berperan serta sebagai OPD penunjang Sekeretaris Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya tidak mempunyai Strategi Khusus dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Karena di dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi OPD Biro Umum hanya memfasilitasi kegiatan KDH/WKDH.

2.3.  Perjanjian Kinerja Biro Umum Setda  Provinsi Jambi Tahun  2018
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indiator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :
1.	Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. 	Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasasan organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagaidasar  bagi  pemberi  amanah  untuk   melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5.  Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan strategis, Biro Umum Setda Provinsi Jambitelah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2018. Sepanjang tahun tersebut Perjanjian KinerjaBiro Umum Setda Provinsi Jambitelah dibuat sebanyak 2 kali yaitu pada Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Murni Tahun 2018 dan Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Perubahan Tahun 2018.
Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang meliputi program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel5Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 4.
Perjanjian KinerjaBiro Umum Setda Provinsi JambiTahun 2018
	Sasaran 
	Indikator Kinerja
	Target
	Program dan Kegiatan
	Anggaran (Rp)

	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana operasional lingkup Setda
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
	100%
	Program PelayananAdministrasiPerkantoran
	20.728.247.582

	
	
	23500 surat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	60.184.000

	
	
	
100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik
	
4.502.244.000

	
	
	
100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	
1.180.843.400

	
	
	94 Kendaraan Dinas R4, 6 Gedung Kantor, 3 Rumah Dinas Jabatan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
	
786.573.000

	
	
	105 Orang
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	2.786.992.000

	
	
	B
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	1.080.000.000

	
	
	100%
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	720.765.000

	
	
	
100%
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	
973.867.900

	
	
	100%
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.330.120.600

	
	
	
700 Kali
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
	4.175.757.536

	
	
	
100 %
	Kegiatan Penataan Admnistrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi
	552.543.000

	
	
	100%
	Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor
	1.201.903.296

	
	
	
12 bulan
	Kegiatan Pelayanan Rapat, Monitoring dan Evaluasi ke Dalam Daerah KDH/WKDH
	1.376.453.850

	
	
	
100 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	
8.529.278.668

	
	
	3 Rumah Dinas
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
	1.470.099.750

	
	
	1 Sekretariat
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	1.052.987.000

	
	
	4 Bus Roda 6
76 Minibus R4
208 Roda 2
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
	
3.810.687.918

	
	
	
100 %
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
	
1.643.981.000

	
	
	
100 %
	Kegiatan Pemeliharaan rutin Taman Kantor Gubernur dan lingkungannya
	
551.523.000



	

	Sasaran 
	Indikator Kinerja
	Target
	Program dan Kegiatan
	Anggaran (Rp)

	
	
	
100 %
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	
358.332.000

	
	
	100%
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan
	358.332.000

	Meningkatnya fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Skor Indeks Keupuasan Masyarakat terhadap pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
	
100%
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
	
340.823.750

	
	
	

100%
	Kegiatan Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajibannya
	

340.823.750

	
	
	
100%
	Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
	
4.225.076.000

	
	
	
100 Dialog / Audinsi
	Kegiatan Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
	

1.172.688.000

	
	
	

250 Kunjungan
	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri
	

350.000.000

	
	
	
100 %
	Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
	
2.729.388.000
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Berisi :
3.1.   Capaian Kinerja
          Organisasi
3.2.   Realisasi Anggaran
)Pendekatan manajemen pembangunanberbasiskinerja, 
yang utama adalah bahwa pembangunandiorientasikan pada pencapaian menujuperubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikanbahwa fokus dari pembangunan bukan hanyasekedar melaksanakan program/kegiatan yangsudah direncanakan.Esensi dari manajemenpembangunan berbasis 
kinerja adalah orientasiuntuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alatyang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan,baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satupilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansipemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layananpublik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga,pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian pentingdalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telahdicapai.Sebagai bagian dari komitmen Sekretariat Daerah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerjaini, pengembangan web-monev nantinya menjadi mendorongpengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi padaperbaikan pelayanan publik.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentukakuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiapinstansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukurankinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan
pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:
Tabel  5.  Skala Nilai Peringkat Kinerja
	No
	Interval Nilai Realisasi Kinerja
	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	
Kode Kriteria

	1.
	≥  91
	Sangat Tinggi
	

	2.
	76   ≤   90
	Tinggi
	

	3.
	66   ≤   75
	Sedang
	

	4.
	51    ≤   65
	Rendah
	

	5.
	≤    50
	Sangat rendah
	



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1.Capaian Indikator Kinerja Utama 2018

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman UmumPenetapan Indikator Kinerja Utama,  makaBiro Umum Setda Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Setda Provinsi JambiTahun 2016-2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Umum SetdaProvinsi Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai   berikut :
Tabel 6.
Realisasi danCapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018


	
Sasaran 1


	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana
 operasional lingkup Setda

	Indikator Kinerja 
	Target
	Realisasi
	Persentase
	Kriteria

	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
	100%

	94 %
	94 %
	

	Sasaran 2


	Meningkatnya fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah

	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Persentase
	Kriteria

	Skor Indeks Keupuasan Masyarakat terhadap pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
	  100%

	76 %
	76 %
	





Dari 2 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Umum Setda Provinsi Jambi pada tahun 2018 sebagaimana table tersebut diatas, 1 indikator menunjukkan capaian 94% dan Indikator Kedua menunjukan 76 %. indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKUBiro Umum Setda Provinsi Jambiyang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2018,masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; denganpertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. 

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 tahun 2010 terdapat 1indikator menunjukkan capaian SangatTinggi, 1indikator menunjukkan capaian yang Tinggi..















3.1.2.Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pada TahunAnggaran2018, Biro Umum Sekreatraiat Daerah  Provinsi Jambi telahmenetapkan sebanyak 2 Sasaran yang akan dicapai. sasaran tersebut  selanjutnya  diukur  dengan 2 Indikator Kinerja Utama.


1. SASARAN  

” Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana
 operasional lingkup Setda”
Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja Pemerintah Daerah.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, dan bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja Terkait dengan hal tersebut diatas, maka capaian kinerja sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator. Secara umum, kinerja Biro Umum Setda  Provinsi Jambi pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yangTinggiini terlihat dari angka realisasi rata-rata94persen. 
2. SASARAN  

” Meningkatnya fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah”
Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Penganggaran program “peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana - 80 - telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011., maka capaian kinerja sasaran 2 diukur melalui 1 (satu) indikator. Secara umum, kinerja Biro Umum Setda  Provinsi Jambi pada sasaran2 (dua) ini telah memberikan capaian yangTinggi ini terlihat dari angka realisasi rata-rata76persen. 
1.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Biro Umum Setda Provinsi Jambi Mendapatkan Pagu anggaran Biro Umum Setda Provinsi Jambi yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2017 berjumlah sebesar Rp. 34.628.677.900 Sampai dengan 31 Desember 2018, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 32.760.537.001 atau 94,61 %. Pagu anggaran terebut di alokasikan untuk 5 Program dan 24 Kegiatan. 
Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2017
	
No.

	
Program
	
Pagu Anggaran
	
Realisasi
	
% Capaian

	1.
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	19.078.041.486
	18.447.832.298
	96,70

	2.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur
	7.649.714.314
	7.455.786.800
	97,46

	3.
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	231.334.200
	212.082.200
	91,68

	4.
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	221.647.900
	205.622.192
	92,77

	5.
	Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

	7.447.940.000
	6.439.213.511
	86,46

	
	TOTAL
	34.628.677.900
	32.760.537.001
	94,61




1.2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Belanja Langsung
Pagu anggaran belanja langsung Biro Umum Setda Provinsi Jambi yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 34.208.758.000 Sampai dengan 31 Desember 2018, realisasi serapan anggaran sebesar Rp.31.635.748.488 atau 92,48 %. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 maka Pagu Anggaran Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.419.919.900 atau dengan persentase sebesar 1 Persen dari Pgu Anggran Tahun 2017.
 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2018
	
No.

	
Uraian
	
Anggaran
	
Realisasi
	
% Capaian

	
	Belanja 
	34.208.758.000
	31.635.748.488
	92,48

	1.
	Belanja Pegawai
	4.259.062.600
	4.259.062.600
	

	2.
	Belanja Barang dan Jasa
	31.635.748.488
	27.376.685.888
	



Alokasi anggaran berdasarkan per program pada TA. 2018 dibagi atas 5 program, dimana pagu anggaran tertinggi yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 20.728.247.582,- atau pagu anggaran dan yang terendah yaitu program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 340.823.750,- % dari pagu anggaran. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran perprogram dapat dilihat pada tabel dibawah  ini :
Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2018
	
No.

	
Program
	
Pagu Anggaran
	
Realisasi
	
% Capaian

	1.
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	20.728.247.582
	19.573.916.238
	94,43

	2.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur
	8.529.278.668.
	8.120.402.161
	95,21

	3.
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	358.332.000
	358.267.034
	99,98

	4.
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	340.823.750
	339.780.541
	99,69

	5.
	Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

	4.252.076.000
	3.243.382.514
	76,28

	
	TOTAL
	34.208.758.000
	31.635.748.488
	92,48



Pada grafik  dibawah ini akan dipaparkan realisasi anggaran per triwulan pada tahun 2018, dimana terjadi kecenderungan adanya peningkatan tajam pada realisasi anggaran di triwulan IV.














Realiasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

I. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Anggaran		:	Rp.60.184.000,-
[bookmark: _Hlk342117][bookmark: _Hlk342136]Realisasi		:	Rp.41.300.701,-		(68,62%)			Sisa Anggaran	:	Rp.18.883.299,-

II. [bookmark: _Hlk342269]Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik
[bookmark: _Hlk342613]Pagu Anggaran		:	Rp. 4.502.244.000,-
[bookmark: _Hlk342623][bookmark: _Hlk342634]Realisasi		:	Rp. 4.212.501.614,-		(93,56%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.289.742.386,-

III. [bookmark: _Hlk342289]Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
[bookmark: _Hlk342667]Pagu Anggaran		:	Rp. 1.180.843.400,-
[bookmark: _Hlk342678][bookmark: _Hlk342695]Realisasi		:	Rp.    796.853.000,-		(67,48%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.289.742.386,-

IV. [bookmark: _Hlk342409]Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
[bookmark: _Hlk342725]Pagu Anggaran		:	Rp.    786.573.000,-
[bookmark: _Hlk342735][bookmark: _Hlk342744]Realisasi		:	Rp.    750.394.860,-		(95,40%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.36.178.140,-

V. [bookmark: _Hlk342438]Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
[bookmark: _Hlk342768]Pagu Anggaran		:	Rp.   2.786.992.000,-
[bookmark: _Hlk342778][bookmark: _Hlk342787]Realisasi		:	Rp.   2.649.554.913,-		(95,07%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.137.437.087,-

VI. [bookmark: _Hlk342815]Kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
[bookmark: _Hlk342846]Pagu Anggaran		:	Rp.    1.080.000.000,-
[bookmark: _Hlk342857][bookmark: _Hlk342872]Realisasi		:	Rp.    1.064.635.633,-		(98,58%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.15.364.367,-

VII. [bookmark: _Hlk342936]Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
[bookmark: _Hlk342957]Pagu Anggaran		:	Rp.    720.765.000,-
[bookmark: _Hlk342967][bookmark: _Hlk342976]Realisasi		:	Rp.    702.826.750,-		(97,51%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.17.938.250,-

VIII. [bookmark: _Hlk343023]Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
[bookmark: _Hlk343100]Pagu Anggaran		:	Rp.    973.867.900,-
[bookmark: _Hlk343110][bookmark: _Hlk343124]Realisasi		:	Rp.    964.459.550,-		(99,03%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.9.408.350,-

IX. [bookmark: _Hlk343152]Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
[bookmark: _Hlk343174]Pagu Anggaran		:	Rp.    1.330.120.600,-
[bookmark: _Hlk343184][bookmark: _Hlk343194]Realisasi		:	Rp.    1.206.853.350,-		(90,73%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.123.267.250,-

X. [bookmark: _Hlk343227]Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
[bookmark: _Hlk343331]Pagu Anggaran		:	Rp.    4.175.757.536,-
[bookmark: _Hlk343345]Realisasi		:	Rp.    4.120.628.869,-		(98,68%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.55.128.667,-

XI. [bookmark: _Hlk343239]Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Provinsi Jambi
[bookmark: _Hlk343379]Pagu Anggaran		:	Rp.       552.543.000,-
[bookmark: _Hlk343391][bookmark: _Hlk343402]Realisasi		:	Rp.       552.258.660,-		(99,95%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.284.340,-

XII. [bookmark: _Hlk343252]Kegiatan Pelayanan Rapat, Monitoring dan Evaluasi ke Dalam Daerah KDH/WKDH
[bookmark: _Hlk343418]Pagu Anggaran		:	Rp.       1.376.453.850,-
[bookmark: _Hlk343429]Realisasi		:	Rp.       1.348.932.350,-	(98,00%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.27.521.500,-

XIII. [bookmark: _Hlk343276]Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor
[bookmark: _Hlk343484]Pagu Anggaran		:	Rp.       1.201.903.296,-
[bookmark: _Hlk343494][bookmark: _Hlk343507]Realisasi		:	Rp.       1.162.715.988,-	(96,74%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.39.187.308,-

2. [bookmark: _Hlk352991]Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
I. [bookmark: _Hlk353212]Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
[bookmark: _Hlk353227]Pagu Anggaran		:	Rp.       1.470.099.750,-
[bookmark: _Hlk353237][bookmark: _Hlk353250]Realisasi		:	Rp.       1.371.907.000,-	(93,32%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.98.192.750,-

II. [bookmark: _Hlk353273]Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
[bookmark: _Hlk353287]Pagu Anggaran		:	Rp.       1.052.987.000,-
[bookmark: _Hlk353296][bookmark: _Hlk353308]Realisasi		:	Rp.       1.042.101.000,-	(96,74%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.10.886.000,-
III. [bookmark: _Hlk353380]Pmeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
[bookmark: _Hlk353400]Pagu Anggaran		:	Rp.       3.810.687.918,-
[bookmark: _Hlk353410][bookmark: _Hlk353420]Realisasi		:	Rp.       3.628.827.658,-	(95,23%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.181.860.260,-

IV. [bookmark: _Hlk353432]Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
[bookmark: _Hlk353458]Pagu Anggaran		:	Rp.       1.643.981.000,-
[bookmark: _Hlk353472][bookmark: _Hlk353482]Realisasi		:	Rp.       1.527.517.503,-	(92,92%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.116.463.497,-

V. [bookmark: _Hlk353516]Pemeliharaan rutin taman kantor Gubernur dan lingkungannya
[bookmark: _Hlk353558]Pagu Anggaran		:	Rp.       551.523.000,-
[bookmark: _Hlk353568][bookmark: _Hlk353581]Realisasi		:	Rp.       550.049.000,-	(96,74%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.1.474.000,-

3. [bookmark: _Hlk353834]Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
I. [bookmark: _Hlk353961]Penyusunan Pelaporan Keuangan
[bookmark: _Hlk353999]Pagu Anggaran		:	Rp.         358.332.000,-
[bookmark: _Hlk354008][bookmark: _Hlk354016]Realisasi		:	Rp.         358.267.034,-	(99,98%)		
Sisa Anggaran		:	Rp.64,966,-

4. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
I. [bookmark: _Hlk354149]Kegiatan Pengkajian Rekomendasi Staff Ahli bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Tugas ,Wewenang dan Kewajibannya

[bookmark: _Hlk354162]Pagu Anggaran		:	Rp.         340.823.750,-
[bookmark: _Hlk354169][bookmark: _Hlk354179]Realisasi		:	Rp.         339.780.541,-	(96,69%)		Sisa Anggaran	:	Rp.             1.043.209,-



5. Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

I. [bookmark: _Hlk354279]Kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat
[bookmark: _Hlk354294]Pagu Anggaran		:	Rp.         1.172.688.000,-
[bookmark: _Hlk354303][bookmark: _Hlk354312]Realisasi		:	Rp.        905.009.514,-	(77,17%)	
Sisa Anggaran		:	Rp.            267.678.486,-

II. [bookmark: _Hlk354323]Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
[bookmark: _Hlk354337]Pagu Anggaran		:	Rp.         350.000.000,-
[bookmark: _Hlk354346][bookmark: _Hlk354355]Realisasi		:	Rp.         187.346.657,-	(53,53%)	
Sisa Anggaran		:	Rp.             1.043.209,-

III. [bookmark: _Hlk354364]Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
[bookmark: _Hlk354377]Pagu Anggaran	:	Rp.         2.729.388.000,-
[bookmark: _Hlk354386][bookmark: _Hlk354395]Realisasi		:	Rp.         2.151.026.343,-	(78,81%)	
Sisa Anggaran		:	Rp.           578.361.657,-
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PENUTUP

4.1.    Kesimpulan
 (
Bab 4 
Berisi :
4.1.   Kesimpulan
4.2
.  Saran
)Biro Umum SetdaProvinsiJambi merupakaninstansiPemerintahDaerah  yangdiberikantugas, bertanggungjawab dan amanahuntukmelaksanakanperumusankebijakan dan koordinasipelaksanaandibidangindustri dan perdagangan. DalammelaksanakantugasnyaDinasPerindustrian dan PerdaganganProvinsiJambi
berlandaskanpadatujuan, sasaran dan programkerja yang ditetapkanbaikdalam RPJMDProvinsiJambi2016-2021, RenstraSekretariat Daerah Provinsi Jambi 2016-2021, RencanaKerja dan Penetapan/PerjanjianKinerjaBiro Umum SetdaProvinsi Jambi 2018.

LKjBiro Umum Provinsi Jambimenggambarkanpenekanan pada manajemenpembangunanberbasiskinerja dan perbaikanpelayananpublik, dimanasetiaporganisasipemerintahmelakukanpengukuran dan pelaporanataskinerjainstitusidenganmenggunakanindikator yang jelas dan terukur. Bagiorganisasipemerintahdaerah, LKjmenjadibagiandariupayapertanggung-jawaban dan mendorongakuntabilitaspublik. Sementarabagipubliksendiri, LKjakanmenjadiukuranakanpenilaian dan juga keterlibatanpublikuntukmenilaikualitaskinerjapelayanan danmendorong tata kelolapemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukurankinerjatelahdilakukan, dan dikuatkandengan datapendukung yang menguraibukanhanyapencapaiantahunpelaporan (2018),namun juga melihattrenpencapaiannyadaritahunketahun, dan kontribusinyauntukpencapaian target akhirRenstra. Secaraumum, nampakbahwakinerjaBiro Umum Provinsi Jambi pada tahun 2018adalahsangattinggi dan Tinggi.

Dari evaluasi dan analisisataspencapaiansasaran dan IKU yang sudahdiuraikandalamBab III, terlihatbahwakerjakerastelahdilakukan oleh Biro Umum Provinsi Jambi.Beberapapermasalahan dan solusi yang sudahdirumuskanakanmenjaditidak punya maknajikahanyaberhentimenjadilaporansaja, namunharusadarencana dan upayakonkretuntukmenerapkannyadalamsiklusperencanaan dan pelaksanaankinerja. Hal iniakanmenjadikanLKjbenar-benarmenjadibagiandarisistem monitoring dan evaluasiuntukpijakanpeningkatankinerjaBiro Umum Provinsi Jambi. dan perbaikanlayananpublik yang semakinbaik.

4.2.    Saran


1. Penyusunanrencanapelaksanaan program dan kegiatangunapencapaian target kinerja yang telahditetapkanakandilakukansecaralebihcermat dan mempertimbangkantujuanorganisasisecaratepat dan kemampuansumberdaya yang tersediasertakemampuan yang adatermasukberbagaifaktor yang mempengaruhiperubahanalokasianggarantahunberjalan, langkahpercepatanpelaksanaankegiatan padaawaltahunanggaran dan perkembanganmasalah-masalahaktualdibidangindustri dan perdagangan.

2. 	Agar pelaksanaan   program   dan   kegiatandapatdilaksanakansecara   optimal sesuaidengan target kinerja yang sudahditetapkan, makaoptimalisasimekanismemanagemen internal organisasi di lingkunganBiro Umum SetdaProvinsi Jambi akanditingkatkanuntuksecara pro aktif.memonitor dan mengevaluasipelaksanaanberbagaikegiatan yang dilaksanakan.










	





Grafik Tingkat Capaian IKU Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2018
Tingkat Capaian IKU Tahun 2018	[VALUE]
[VALUE]

Sangat Tinggi	Tinggi	0.94000000000000039	0.76000000000000045	

Grafik  Realisasi serapan anggaran tahun 2018
Rupiah	
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total Anggaran	Sisa Anggaran	2781803479	8285527023	5372464450	15195953536	34208758000	2573009512	
Rupiah

Grafik 1.  Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
Gambar 2.  Komposisi SDM Berdasarkan Gender	Laki-laki	Perempuan	92	34	
Grafik 2  Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
Orang	
SLTP	SLTA	D III	S I	S II	5	54	2	53	11	
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